
 

 
 

BERITA NEGARA 
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Penyaluran. Pupuk Bersubsidi.  

 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR:07/M-DAG/PER/2/2009 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN   
REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 21/M-DAG/PER/6/2008 TENTANG  

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang   :    a.   bahwa dengan ditetapkan pola penyaluran Pupuk 
Bersubsidi berdasarkan perencanaan kebutuhan oleh 
Kelompok Petani dalam bentuk Rencana Definitif 
Kebutuhan Kelompok, maka perlu melakukan perubahan 
atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan 
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perdagangan;  

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang 
Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana 
Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966); 

   2.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam 
Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2469); 

3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang 
Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 

5.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam 
Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4402); 
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7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 
Tahun 2000 tentang  Standardisasi Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4020);   

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 
2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4556); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
171/M Tahun 2005; 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2008; 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008; 
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14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 
2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang 
Dalam Pengawasan; 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 01/M-
DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007; 

16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim 
Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-
DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional 
Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang 
Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
30/M-DAG/PER/7/2007; 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor                  
21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan 
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 

19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan 
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk 
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik 
Indonesia Nomor 57/Permentan/OT.140/11/2008; 

Memperhatikan :  Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Revitilisasi Pupuk dengan 
Wakil Presiden tentang Pengamanan Penyaluran Pupuk 
Bersubsidi sampai ke Petani Tahun 2009 di Jakarta pada 
tanggal 26 Agustus 2008. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/M-
DAG/PER/6/2008 TENTANG PENGADAAN DAN 
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR 
PERTANIAN. 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang 
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 
Pertanian diubah sebagai berikut: 
1. Kata “pengadaan dan” atau “pengadaan” sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 
15 ayat (4) dan ayat (5), dihapus.  

2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan 

penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk 
kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar program 
Pemerintah di sektor pertanian.  

2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan 
budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, 
hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang. 

3. Program Khusus Pertanian adalah program yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian 
Kabupaten/Kota atau kelembagaan Petani untuk usaha 
budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh 
Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.  

4. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang 
mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau 
hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan 
untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala 
usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang 
mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan 
pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha 
dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan 
lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak 
dipersyaratkan memiliki izin usaha. 

5. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak 
atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas 


